
 
 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   24  TAHUN  2010 

TENTANG 

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR   

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka pembinaan jiwa korps bagi anggota Korps Pegawai 

Republik Indonesia di seluruh Indonesia sebagaimana diamanatkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan 

Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota, Korps Pegawai Republik 

Indonesia sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak 

terpisahkan dari kedinasan perlu mempunyai Anggaran Dasar yang 

mampu menjawab tugas-tugas sesuai perkembangan; 

b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke VII  Korps Pegawai 

Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 sampai 

dengan 19 November 2009 di Jakarta, telah ditetapkan Perubahan 

Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;  

  c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Korps 

Pegawai Republik Indonesia yang dihasilkan dan ditetapkan dalam 

Musyawarah Nasional ke VII  Korps Pegawai Republik Indonesia yang 

diselenggarakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 November 2009 di 

Jakarta, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang ... 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa 

Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4450); 

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang 

Korps Pegawai Republik Indonesia; 

MEMUTUSKAN ... 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI 

REPUBLIK INDONESIA. 

 

Pasal 1  

Mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia 

sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.  

 

Pasal 2 

(1) Kepada pejabat yang menduduki jabatan kepengurusan Korps Pegawai 

Republik Indonesia di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps 

Pegawai Republik Indonesia sesuai hierarki sebagaimana dimaksud dalam 

Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia yang disahkan 

Keputusan Presiden ini, diberikan tunjangan jabatan struktural yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus 

Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan 

aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 

93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan 

Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat 

Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dan Keputusan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps 

Pegawai Republik Indonesia sepanjang mengatur mengenai pengesahan 

Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 4 ... 
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Pasal 4 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal   4  November  2010 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

   ttd 

   

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 


